KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR § /DPRD.LPG/IIL.01/2020

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan
perlu tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik
dari APBD Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan
berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Lampung Nomor
6/DPRD.LPG/II1.01/2020 tentang Pembentukan
Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan
Hasil  Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD
Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada
huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka demi
untuk menjalankan fungsi Pengawasan dan agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
senantiasa menjadi lebih baik maka Rekomendasi
Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Laporan
Hasil Pemeriksaan BPK-RI  atas  Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD
Tahun Anggaran 2019;



Mengingat

¥

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



Menetapkan

e

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan,

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib
DPRD Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2019 PROVINSI
LAMPUNG.



-

KESATU . Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun
Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA . Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dalam
rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Daerah  Provinsi
Lampung dimasa yang akan datang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 3 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA

ttd

MINGRUM GUMAY

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Gubernur Lampung di Bandar Lampung;

Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
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